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ABSTRAK :   a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien 

sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU 

Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, perlu 

menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaporan Kartu 

Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya; 

   b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Standar 

Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. 

 Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Kubu Raya ini adalah : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 4890); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 52 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Koropsi dan wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671); 



8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 786); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 

2008; 

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/ 

Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

11. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 1406/PW.01- SD/08/SJ/X/ 2017 perihal 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) Serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk 

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. 

 Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Kubu Raya Nomor 5/ORT.06/6112/2O22 Tahun 2022 
diatur tentang : 

 Menetapkan Standar Operational Prosedur Pelaporan Kartu 
Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 



Standar Operational Prosedur Pelaporan Kartu Kendali 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman di 
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya 
dalam Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) sesuai tugas dan fungsi unit kerjanya. 

Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan 
sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU menjadi pedoman 
di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu 
Raya dalam menyusun keputusan. 

 

CATATAN :  -    Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

-    Lampiran I 8 halaman . 

 


